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PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT,  NIK xxxxxxxxxxx,  tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03

Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN

LUMAJANG,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  Budi

Setiono,  S.H.,  M.H.,  dan  Muhammad  Irfan  Tantowi,  S.H.

advokat/penasehat  hukum  pada  Kantor  Hukum  Lembaga

Bantuan  Hukum  Mandiri  Agawe  Santoso  yang  beralamat  di

Ruko  Veteran  Regency  R-17  Lumajang,  dengan  domisili

elektronik  pada  alamat  email  lbhmas7@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2024 dan

telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Nomor

754/K.Kh/2024/PA.Lmj.  Tanggal  05  Agustus  2024  sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 Agustus 1973, umur

51  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  xxxxx

xxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  LUMAJANG,

JAWA  TIMUR,  SEKARANG  TIDAK  DIKETAHUI

KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya  tanggal  05  Agustus  2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Lumajang  Nomor

1789/Pdt.G/2024/PA.Lmj  tanggal  05  Agustus  2024  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  04  Mei  2006,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan

Akta Nikah Nomor:  xxxxxxxxxxx tanggal  04 Mei 2006); 

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal  di rumah  orangtua Penggugat hingga Agustus 2010.

Selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri  dan dikaruniai  1  orang anak

bernama : Anak, umur 17 tahun (di asuh oleh Penggugat); 

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan

tetapi  kurang  lebih  sejak  14  tahun  berturut-turut  hingga  sekarang,

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa

alasan  yang  sah.  Selama  itu  Tergugat  tidak  pernah  pulang  dan  tidak

pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di

wilayah  Republik  Indonesia,  berdasarkan  Surat  Keterangan  dari  Desa

xxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx Nomor   xxxxxxxxxxx tanggal   23 Mei

2024; 

Selama  itu  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  wajib  kepada  Penggugat

dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai

nafkah  Penggugat,  serta  Tergugat  membiarkan  (tidak  memperdulikan)

Penggugat; 

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta

telah  berusaha  mencari  Tergugat  namun  sudah  tidak  mengetahui

keberadaan Tergugat, sampai sekarang; 

5. Bahwa atas  sikap  dan  /  atau  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela; 

6.  Bahwa  Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini; 
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Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama Lumajang  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; 

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  1789/Pdt.G/2024/PA.Lmj  tanggal 13  Agustus  2024 dan  Nomor

1789/Pdt.G/2024/PA.Lmj  tanggal 13  September  2024 yang  dibacakan  di

persidangan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sebagaimana

ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  Peraturan  Nomor  9  Tahun  1975  yaitu  dengan

diumumkan  melalui  Radio  Suara  Lumajang  serta  media  sosial  lainnya,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa ketidakhadiranya  disebabkan  oleh  sesuatu

halangan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan

dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum

Penggugat yang terdiri  atas surat kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat

(KTPA)  serta  Berita  Acara  Pengambilan  Sumpah  yang  dikeluarkan  oleh

Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata telah memenuhi syarat formil;

Bahwa  Hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berfikir  untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil  gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak  pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK

xxxxxxxxxxx tanggal 09 Februari 2011 dengan materai cukup dan sesuai

dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx tanggal 04 Mei

2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx

xxxxxxxxx  xxxxxxxx  Provinsi  xxxx  xxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  dengan

materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Surat Keterangan Nomor  xxxxxxxxxxx tanggal  23 Mei 2024, yang

dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, dengan materai cukup (P.3);

Bahwa di  samping alat  bukti  sebagaimana tersebut di  atas, Penggugat

juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

kakak kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa saksi mengetahui antara  Penggugat dengan Tergugat  telah

dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa  setelah menikah  Penggugat dan tergugat  bertempat tinggal

bersama di rumah orangtua Penggugat hingga Agustus 2010;

- Bahwa  saksi  hanya  mengetahui  bahwa  saat  ini  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal,  namun  saksi  tidak

mengetahui penyebab pisahnya;

- Bahwa saksi mengetahui  saat ini  Penggugat dan  Tergugat sudah

berpisah  tempat  tinggal  selama  lebih  dari  14  tahun karena
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ditinggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali

ke rumah menemui Penggugat;

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal   Tergugat  tidak  pernah

memberi  nafkah kepada  Penggugat  dan sudah tidak pernah lagi

komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;

- Bahwa  saksi  mengetahui   Penggugat  sudah  mencari  keberadaan

Tergugat tetapi  Penggugat tidak menemukan  Tergugat dan tidak

mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

- Bahwa saksi  mengetahui  keluarga sudah menasehati   Penggugat

untuk sabar menunggu kedatangan  Tergugat dan berupaya mencari

keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi  sudah tidak sanggup lagi  untuk mencari  keberadaan

Tergugat;

2. SAKSI  2,  umur  54  tahun,  Agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  LUMAJANG,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat  karena saksi

kakak kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  sah

dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  hendak mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Lumajang;

- Bahwa  saksi  mengetahui  setelah  menikah  bertempat  tinggal

bersama   di  rumah  orangtua  Penggugat  kemudian  lebih  dari  14

tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan  Penggugat dan selama itu

Tergugat tidak pernah kembali ke rumah menemui Penggugat;

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal   Tergugat  tidak  pernah

memberi  nafkah kepada  Penggugat  dan sudah tidak pernah lagi

komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;

- Bahwa  saksi  mengetahui   Penggugat  sudah  mencari  keberadaan

Tergugat tetapi  Penggugat tidak menemukan  Tergugat dan tidak

mengetahui keberadaan  Tergugat sekarang;
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- Bahwa saksi  mengetahui  keluarga sudah menasehati   Penggugat

untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat dan berupaya mencari

keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi  sudah tidak sanggup lagi  untuk mencari  keberadaan

Tergugat; 

Bahwa  Penggugat  telah  mencukupkan  dengan  bukti-bukti  yang  telah

diajukan oleh Penggugat dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa  selanjutnya  untuk  meringkas  putusan  ini,  maka  berita  acara

persidangan  perkara  ini  ditunjuk  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan   Gugatan   Penggugat  pada

pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keabsahan  kuasa  Hukum  Pengugat

mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan

dengan  surat  kuasa  khusus  yang  diberikan  oleh  principal  kepada  advokat

tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat

dan  ketentuan  hukum  yang  harus  dipenuhi  dalam  peraturan  perundang-

undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123

ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994.

Oleh karenanya penerima kuasa memiliki  legal  standing  yang sah  mewakili

kliennya dalam proses penyelesaian perkara a quo;

Menimbang, bahwa  dalam dalil   Gugatan  Penggugat yang menyatakan

Penggugat dan Tergugat beragama islam yang tidak terbantahkan, oleh karena

itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1

Tahun  1974  Jo.  Pasal  49  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1
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huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan

Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang  bahwa  dalam   Gugatan  Penggugat domisili   Penggugat

berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sesuai dengan Pasal 73

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006 dan terakhir  Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif

Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa   Penggugat dalam  Gugatannya mendalilkan bahwa

Penggugat telah  melangsungkan  perkawinan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor  Urusan Agama dan rumah tangga   Penggugat dan   Tergugat

sudah tidak harmonis, oleh karena itu  Penggugat memiliki legal standing untuk

mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada

Penggugat pada  setiap  persidangan  secara  maksimal  agar   Penggugat

bersabar  dan  rukun  kembali  dengan   Tergugat,  namun  tidak  berhasil,

karenanya ketentuan Pasal  130 HIR Jo.  Pasal  83 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama yang diubah dengan Undang-undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  telah

terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut  Peraturan Mahkamah Agung R.I.  Nomor 1

Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi,  mediasi  mengharuskan  kehadiran

kedua  pihak  yang  berperkara,  oleh  karena   Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak

datang menghadap di  persidangan dengan tanpa alasan dan  Tergugat juga

tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  sebagai  wakil  atau

kuasanya,  maka    Tergugat harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  berdasarkan

ketentuan Pasal 125 HIR,   Gugatan  Penggugat  dapat diperiksa dan diputus
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dengan tanpa hadirnya   Tergugat (secara verstek) dan hal yang demikian ini

telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55

yang berbunyi sebagai berikut:

بالبينة         اثباته جاز غيبة او اوتوار بتعزز تعزز فان

Artinya : “Jika  Tergugat  membangkang  atau  bersembunyi  atau  ghoib,

maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1 telah  ternyata   Penggugat

bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Lumajang,  maka

Gugatan  Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 73 Undang Undang

Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  dirubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009 sehingga  oleh  karenanya   Gugatan

Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut di atas, maka Hakim

telah  menemukan  fakta  di  persidangan  bahwa  pada  tanggal  04  Mei  2006,

Penggugat dengan  Tergugat  benar  telah  melangsungkan  perkawinan   di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa

Penggugat memiliki  legal  standing  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian

terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat

tersebut  diatas,  Hakim telah dapat  menemukan fakta di  persidangan bahwa

Tergugat telah pergi meninggalkan  Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak

diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang,  bahwa  sepanjang  mengenai   dalil  pokok  yang  dijadikan

alasan perceraian oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang

saksi tersebut di atas

Menimbang,  bahwa  sepanjang  mengenai  adanya  pereselisihan  dan

pertengkaran,  untuk  membuktikan  dalil-dalil  pokok  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti Saksi 1  bernama : SAKSI I dan Saksi 2 bernama

SAKSI 2;
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Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 1989 yang

telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

UU Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai

dalil-dalil  gugatan adalah fakta yang dilihat  sendiri  dan relevan dengan dalil

yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

171 HIR, sehingga keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

dihubungkan  dengan  keterangan  kedua  saksi  tersebut  diperoleh  fakta-fakta,

antara lain :

 Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat lebih dari 14 tahun sampai sekarang;

 Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui

Penggugat dan tidak memberi tahukan keberadaannya di seluruh wilayah

Republik Indonesia;

 Bahwa  selama  meninggalkan  Penggugat,  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;

 Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

 Bahwa Penggugat  tetap ingin bercerai  sekalipun telah dinasihati  agar

bersabar menunggu kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Hakim alasan yang

dijadikan  dalil  gugatan  mengajukan  perceraian  telah  memenuhi  kualifikasi

alasan  perceraian  sebagaimana  ketentuan  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

sehingga  Penggugat  harus  dianggap  telah  dapat  membuktikan  dalil-dalil

gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun  1974 sebagaimana diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16 Tahun

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1789/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perkawinan ialah ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan,

Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  memberi  ketentuan,  bahwa  perkawinan

menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah

ibadah  yang  menurut  syari’at  Islam sebagaimana  tertuang  dalam ketentuan

Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang

sakinah, mawad dah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

selama lebih dari  10 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak

memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat

selaku istrinya, menurut Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan

sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan

maupun syari’at Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraiakan

di  muka,  gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan,

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2024 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  09  Jumadil  Akhir  1446  Hijriah,  oleh  Dra.  Nur

Sholehah, M.H. sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor:  215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal  18  November  2024,  dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama

Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Hana Nurul Khoironi

Andritama,  S.H  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa

Penggugat  dalam  sistem  informasi  Pengadilan  Agama  Lumajang  tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim,

Dra. Nur Sholehah, M.H.
Panitera Pengganti,

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

-  Biaya PNBP : Rp70.000,00

-  Proses : Rp100.000,00

-  Panggilan : Rp400.000,00

- Sumpah : Rp100.000,00 

- Meterai : Rp  10.000,00  

J u m l a h : Rp680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
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